mm? MATA AJAW TENTANG“K@NVENSE S

WANITA” YANG TERENTEGRASI DALM BERBAGA! ;

i DI KASUS DAN
POLAPKIR

ngajaran yang mehpuu pe-
ngenalan dan pembahasan terhadap
Konvens1 Penghapusan segala bentuk
Diskriminasi terhadap WANITA
(Konvensi Wanita), adalah meng—
gugah kepedulian para sarjana hukum
muda dan para mahasiswa fakultas
hukum pada umumnya, terhadap
berbagai permasalahan yang di-
hadap1 perempuan '

" Para calon sa13 ana hukum
dan saxj ana hukum muda tersebut
perlu mengetahui betapa penting-
niya keadilan jender bagi perempuan,
karena permasalahan perempuan
menyangkut 50% lebih jumlah pen-
duduk. Dalam hal ini para calon
sarjana hukum dapat mempersoal-
kan mengenai masalah keadilan

_-_Tujuan dzadakannya pe-

PERMLIAHAN DI FAKULTAS HUKW‘

o {)ieh Suhstyowau Inanta il o

}ender bagl perempuan, mlsalnya
dengan menganahszs bagalmamkah
kedudukan perempuan dalam
hukum pldana. Hukum perkawman
dan’ hukum® ketenagakerjaan

Apaksh dampak dari yang terumus
dalam ‘pasal-pasal dari peraturan
perundangan tersebut terhadap
perempuan yang mengalami tindak
kekerasan dan diskriminasi dalam
bldang keluarga dan ketenaga—
kerjaan. Melalm contoh-contch per-
masalahan yang mengungkapkan
pengalaman perempuan dalam ber-
baga1 bidang itu, generasi saxjana
hukum yang akan datang dlharapkan
dapat memperoleh informasi dan
pemabaman mendalam.

Untuk itulah perlu dipikirkan
perlunya memasukkan pembahasan
mengenai Konvensi Wanita dalam
kurikulum, Karena untuk membuat-
nya menjadi suatu mata kuliah

' Diajukan pada semiloka “Mengembangkan Budaya Hukum Baru untuk mEncegah
Diskriminasi terhadap Wanita” Kerjasama Universitas Hassanuddin dan Kelom
Kerja COnvention Watch program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana
UlUjung Pandang, tanggal 30 Agustus-1 September 1999.




tersendirimemerlukanwakt yang

~lama dan birokrasi pendidikan yang

~ terkadang tidak mudah, padahal
: masalahnya begﬁ‘u serius dan urgent,

. maka d1p1k1rkan untuk menginteg-
rasikannya saja ke dalam berbagai
perkuliahan yang dada di fakultas
hukum, Dalam hal ini peﬂu diadakan
'1dent1ﬁka31 beberapa mata kuliah
yang bxsa dimasuki dimensi gender

Berikut ini adalah beberapa contoh
mata kuhah yang dapat dimasuki

' baglan-bagaan dari isi Konven31
Wamta, berdasarkan hasﬁ diskusi
dari berbagai iokakarya yang telah
diadakan oleh Kelompok Kerja
Convention Watch di ‘berbagai
Fakultas Hukum di Indonesia.

1. E'Pe.an’ganta:r lmu Hukum

'Memperkenalkan adanya Kon-
vensi Wanita ketika membahas
mengenai sumber hukum materiil
 dan formil.

2. HukumPerdata-
Dimensi Jendcr sedapatmungkm

dimasukkan ke dalam setiap

komponen materi perkuliahan,
- terutama yang menyangkut
_ hukum keiuarga

- a. -:Dalamhaluudapatdlbahas
‘mengenai beberapa konsep
seperti jender dan diskri-
~ minasi. Khususnyamengenai
- diskriminasi dapat mengacu
kepada Pasal 1 dan Pasal

2 Konvensi Wanifa.

b. Pasal 5mengenaihal-hal
., yangberkaitan dengan pola

. tingkah laku sosial dan
_......budaya pria dan wanita,
... sebagal salah satu sumber

ooter adinya diskriminasi.

it Pasal 16 mengena1 peng-
-'semua unsur yang ber-

" hubungan dengan - per-
~kawinan dan hubungan
‘kekeluargaan atas dasar

- 'persamaan antara pria dan

4. Pasal 15 mengenai ke-
dudukan pria dan wanita
- yang sama di muka hukum.

3. Hukum Pidana-

a Dalam perkuhahan ini
' dapat dibahas mengenai
- “kekerasan termasuk pe-
lecehan seksual dan per-
kosaanterhadap perempuan.
Dalam hal ini dapat diacu
‘Deklarasi Anti Kekerasan
“Terhadap Perempuan,
b. Pasal 16 (Konvensi Wanita):
mengenai perdagangan
. wani_ta .dan . eksploitasi
pelacuran. '

¢. Isu-isu wyang Dberkaitan
dengan hak reproduksi
- yang mengandong unsur
pidana.




: 4 Hukum Tata Negara

Hak 51p11 ‘dan" politik
_ :perempuan daiam pem-
: bahasan dapat ‘mengacu
G _pada Pasal 7 mengenai
" penghapusan diskriminasi
. terhadap perempuan dalam
ehidupan politik dan ke-
:_-maSyarakatannegara

_'.:Kewar_ganegaraan. dapat
-2 dibahas Pasal 9 mengenai
.. hak ‘wanita-yang sama
+ dengan-pria untuk mem-
peroleh, mengubah atau
memperta}mnkankewargw

Y ; negaraannya.

¢ Isu-isu. kepemlmpman
perempuan.

5. Hukum Adrmmstram Negara

oy _Dalam kuhah mi dapat dibahas
. mengenai hak sipil dan politik
. perempuan (Pasa_} 7 Konvensi

_ Wamta)

6. Hukum Internasmnal

'Dalam perkuhaha.n ini dapat
dlkap mengenaa

_ Sumber hukum inter-
" nasional yang berupa pet-

' janjian internasional (Kon-
siderans Konvensi Wanita),

- ‘hubungan hukum nasional
.-dan hukum-internasional,
:dan bagaimana kekuatan
mengikat hukum inter-

RN nasmnalbag1 negazapenan.j
b. :"':-Hak s1p11 dan’ PO t1k:
S perempuan (Pasal’] '
o vensi Wamta) B
" c. Konvensi. ILO. No.. 100
. mengenai upah yang: Sama-

: ~~antara_laki-laki:dan pe-
- rempuan bagi pekerjaan;_
© yang sama nilai. :

T Konsep-konsep mengenau "
o dzskrmna&(?asall__
 vensi Wamta) dan :eks-
"'pIoltasz P ::.

7 Hukum Acara Pldana
Dalam mata kuliah ini dapat
dibahas mengenai hak sipil dan

politik perempuan (Pasal 7
: _Konven31 Wamia)

8. ~Hukum Acara Perdata. -
Dalam perkuliahan ini juga dapat
dibahas mengenai hak sipil dan

. politik_perempuan (Pasal 7
Konvensi Wanita).

9. “Hukum Adat
Dapat dibahas mengenai _hu_: skum
keliarga dan materi lain yang

‘berkaitan dengan kuhah Hukum
= Perdata

10. Hukum Islam

-Pembahasan dapat mengacu
pada hal-hal yang berkaitan
dengan hukum keluarga dan




..._Z-_'sP.:asé.i 16 :Kohv'eﬁél Wamta

(peﬁchapusan ‘diskriminasi
' dalam bidang perkamnan dan

- f:-'_hubungan kekeiuargaaﬁ)

.' .’Viﬁtﬁde Peﬁehtian Hukum

_ ';Keuka berbicara mengunal
masalah penehtlan atau toplk—

dopik penehtzan, dapat meng-

' =_é:.'=--ungkapkan ‘contoh-contoh
* masalah yang berkaitan dengan

' perempuan ‘dalam berbagax

“bidang hikiun. Dalam hal ini
dapat: juga .dikemukakan
. pendekatan yang khas studi
. perempuan, yang dapat diguna-
kan sebagai salah satu pen-
- dekatan dalam penelitian hukum,

".Empms al’
12, FalsafatHukum ST

-~ a. Dapat dibahas mengenai

:'fef%zim;s*i‘ legal theory (pen-

- dekatan hukum berper-

3 speknf perempuan)

_ b Konsep-konsep mengenm'_

}ender dan diskriminasi,

i 3 Hukmn Perpuruban

a, Pembahasan terhadap
Pasal 11 Konvensi Wanita
mengenai penghapusan
diskriminasi terhadap
perempuan dalam bidang
ketenagakerjaan.

b. Konvensi ILC No. 100.

c. Isu-isu kekerasan ter-
hadap buruh perempuan

s di pabrik maupun buruh

o migran perempuan

' d. Hak-hak sipil dan politik

14.

15.

per e:mpuan (Pasai 7Kon-
Versi Wam‘ta)

e. K onsep konsep dlsku-
““'minasi (Pasal 1 Konvensi
ek Wamta) dan eksploltam

inmu Pemndang~Undangan -

Pembahasan mengenatkekuatan
berlakunya konvensi, khusus-
nya Konvensi Wamta

Hu}(um Acara

e _Hak sipil. dan politik

16.

17.

peremnpuan (Pasal 7 Kon-
vensi Wanita).

- b. Konsep diskaiminasi (Pasal

-1 Konven Wanita).
Antmpologl Budaya

Pemnbahasan mengenai konvensi
dapat dikaitkan dengan hukum
keluarga, khususnya Pasal 16
Konvensi Wanita mengenai
penghapusan diskriminasi dalam
perkawinan dan hubungan ke-
kelnargaan.

Ekonomi Pembangunan

Pembahasan dapat mengacu
pada :

a. Pasal 13 mengenai peng-
hapusan diskriminasi ter-
hadap perempuan dalam
bidang ekonomi.




b, Pasal 14 mengenai per-
_hanan terhadap masalah-

L masaiahekonozmdanpem—

':-.-f__-f’.*‘-bangunan bag1 wanita
pedesaan SR

18 H&kAS&Sl Manusm

b :Perhmya penegasan terhadap
- hak asasi wanita dan instrumen
_hukum untuk dapat menegak~

e -Konvensz Wanita:
: 19."Hukum Pajak ' |
Pembahasan dapat mehpuu

_a. Pasal 15 mengenai hak

" yang sama antara laki-laki
dan | perempuan d1 muka
hulqum. '

b, Pasal 13 mengenai peng-
hapusan diskriminasi ter-
hadap perempuan dalan
bldang ekonom1

€. Isu-isu mengenai diskri-
minasi dalam bidang per-
~pajakan. (UU No. 7/1991

. mengenal perempuan yang
kawin tanpa perjanjian

-~ pisah harta dengan suami,
.- bila berusaha sendiri, pajak
o penghasﬂamyadﬂaponkan

melalui NPWP  suami,
walaupun suami iu txdak
" mempunyai usaha) '

20. Hukmn Ag"aria

- Pembahasan rnengena: 1su -isu
... pertanahan dengan perspektif
_perempuan contoh: penyelesw—
ankreditdengan jaminan tanah
- yang merugikan perempuan.
Berbagai perkuliahan yang
diidentifikasi dapat dimasuki ber-
bagai materi yang berkaitan dengan
isi Konvensi Wanita di atas
diharapkan dapat menjadi Sarana
bagi tersedianya informasi mengenai
berbagai permasalahan yang di-
hadapi perempuan dalam bidang
hukum. Dengan demikian, para
calon sarjana hukum atau sarjana
hukum muda diharapkan mem-
punyai kepedulian dan bekal pe-
mahaman bagi pembelaan terhadap
perempuan melalui bidang-bidang
profest yang ditekuninya kelak.






